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Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah
dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas
hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam
penatausahaan hasil hutan.

Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu
bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu
pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu
dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh)
sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian
1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan
tanah.

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam
lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah
yang sesuai dengan sifat pekerjaannya
menyelenggarakan dan/atau melaksanakan wusaha
pelindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang
diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang
kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan
komando.

Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang
yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan
suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi
kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-
Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di
bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami
sendiri.

Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya
dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan
hutan kepada pejabat yang berwenang.

20. Informan . . .
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Informan adalah orang yang menginformasikan
secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah
terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang
berwenang.

Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi yang melakukan perbuatan perusakan
hutan secara terorganisasi di wilayah hukum
Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah
hukum Indonesia.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan
hukum maupun bukan badan hukum.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat,
badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh
Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

a. melakukan . ..
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melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan hutan;

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat;

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
secara tidak sah;

memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat;

mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan
kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat
keterangan sahnya hasil hutan;

membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon di
dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat;

membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal
dari hasil pembalakan liar;

mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui
darat, perairan, atau udara;

menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk
ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
melalui sungai, darat, laut, atau udara,

menerima, membeli, menjual, menerima tukar,
menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan
yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang
diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

m. menerima . . .
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m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima
titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan
kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil
atau dipungut secara tidak sah.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5
(lima) tahun secara terus menerus yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a
sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai
sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi  administratif = sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:

a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di
sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima)
tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam

kebijakan penataan kawasan hutan; atau

b. orang perseorangan yang telah mendapatkan
sanksi sosial atau sanksi adat.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17
(1) Setiap orang dilarang:

a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain
yang lazim atau patut diduga akan digunakan
untuk melakukan kegiatan penambangan
dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat;

b. melakukan kegiatan penambangan di dalam
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat;

c. mengangkut . . .
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mengangkut dan/atau menerima titipan hasil
tambang yang berasal dari kegiatan
penambangan di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

menjual, menguasai, memiliki, dan/atau
menyimpan hasil tambang yang berasal dari
kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
dan/atau

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
tambang dari kegiatan penambangan di dalam
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

Setiap orang dilarang:

a.

membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk melakukan kegiatan
perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat;

melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam
kawasan hutan;

mengangkut dan/atau menerima titipan hasil
perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

menjual, menguasai, memiliki, dan/atau
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
dan/atau

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

6. Di antara . . .
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6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 17A

Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5
(lima) tahun secara terus menerus yang melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf
¢, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif.

Pengenaan  sanksi  administratif = sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:

a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di
sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima)
tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam
kebijakan penataan kawasan hutan; atau

b. orang perseorangan yang telah mendapatkan
sanksi sosial atau sanksi adat.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 18

Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a, huruf b, huruf ¢, Pasal 17 ayat (1) huruf b,
huruf ¢, huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf
c, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan
hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif
berupa:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. denda administratif;

d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

pencabutan Perizinan Berusaha.

1

(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

a.

memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan
hutan;

menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan
kawasan hutan; dan/atau

memindahtangankan  atau  menjual  Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kecuali
dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

Setiap pejabat dilarang:

a.

menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan
hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai
dengan kewenangannya,

menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan
hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait
penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah;

e. melakukan . . .
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e. melakukan permufakatan untuk terjadinya
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah;

f.  menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan
tanpa hak;

g. melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas
dengan sengaja; dan/atau

h. lalai dalam melaksanakan tugas.

Pasal 53 dihapus.

Pasal 54 dihapus.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 82
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf c,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama S (lima) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah).

(2) Dalam . . .
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Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar
kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak
terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Korporasi yang:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf c;

dipidana bagi:

a. pengurusnya dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah); dan/atau

b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda
pidana yang dijatuhkan.

13. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 83

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memuat. ..
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a. memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah).

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8
(delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00
(sepuluh  juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam . . .
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Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2) huruf ¢ dilakukan oleh
orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5
(lima) tahun dan tidak secara terus menerus, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

Korporasi yang:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rpl5.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) dan/atau korporasi dikenakan pemberatan
1/3 dari denda pokoknya.

Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun serta pidana denda.

14. Ketentuan . . .
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14. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 84

Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa
alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan
hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama S (lima) tahun atau pidana denda paling
sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya
membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon di
dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8
(delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00
(sepuluh  juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim
digunakan untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf f dipidana bagi:

a. pengurusnya dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah); dan/atau

b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda
pidana yang dijatuhkan.

15. Ketentuan . . .
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15. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 85

Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa
alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim
atau patut diduga akan digunakan untuk
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau
alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam
kawasan  hutan  tanpa  Perizinan  Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g
dipidana bagi:

a. pengurusnya pidana penjara paling singkat S
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah); dan/atau

b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda
pidana yang dijatuhkan.

16. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 92
Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b;
dan/atau

b. membawa . . .
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b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk melakukan kegiatan
perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) huruf a;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

Korporasi yang:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b;
dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk melakukan kegiatan
perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) huruf g;

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya
paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan
paling banyak RpS50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) dan/atau bagi korporasi dikenai
pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.

17. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 93

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. mengangkut . ..
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mengangkut dan/atau menerima titipan hasil
perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

menjual, menguasai, memiliki, dan/atau
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;
dan/atau

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
kebun dari perkebunan vyang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hurufe,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a.

mengangkut dan/atau menerima titipan hasil
perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

menjual, menguasai, memiliki, dan/atau
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;
dan/atau

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hurufe,

dipidana . . .
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau
pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus  juta  rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Korporasi yang:

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil
perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;
dan/atau

c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hurufe,

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rpl15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) dan/atau korporasi dikenai pemberatan 1/3
dari denda pidana yang dijatuhkan.

18. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 96
Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

b. menggunakan . . .
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b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

c. memindahtangankan atau menjual Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 huruf c,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah).

Korporasi yang:

a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

c. memindahtangankan atau menjual Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 huruf c,

dipidana bagi:

1. pengurusnya dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15
(ima belas) tahun serta pidana denda paling
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).

2. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda
pidana yang dijatuhkan.

19. Ketentuan . . .



SK No 050718 A

£

m
%

£

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-218 -

19. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 105

Setiap pejabat yang:

a.

menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan
hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai
dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf a;

menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan
Hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait
penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf b;

melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;

ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;

melakukan permufakatan untuk terjadinya
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf e;

menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan
tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf f; dan/atau

dengan sengaja melakukan pembiaran dalam
melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf g,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

20. Di antara . . .
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20. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 110A

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang
telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di
dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-
Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.

Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai
sanksi administratif, berupa:

a. pembayaran denda administratif; dan/atau
b. pencabutan Perizinan Berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara
bukan pajak yang berasal dari denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 110B

Setiap orang yang melakukan  pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
b, huruf ¢, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat
(2) huruf b, huruf ¢, dan/atau huruf e, atau kegiatan
lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan
Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya
Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif,
berupa:

a. penghentian sementara kegiatan usaha;
b. pembayaran denda administatif; dan/atau

c. paksaan pemerintah.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar
kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara
terus menerus dengan luasan paling banyak S (lima)
hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan
diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara
bukan pajak yang berasal dari denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 111 dihapus.

Pasal 112 dihapus.

Paragraf 5

Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pasal 38

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha
dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Undang-
Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

a.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6525);

b. Undang-Undang . . .
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b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5585); dan

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Pasal 39

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)
diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 128 dan 129 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

(1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai
tambah batu bara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (2), dapat diberikan perlakuan tertentu
terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128.

(2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban
penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu
bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol
persen).

(3) Ketentuan . . .
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan
usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau
SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda  paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Pasal 40

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 22 diubah, dan
angka 23 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,
termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan
bitumen yang diperoleh dari proses penambangan,
tetapi tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

2. Gas ...
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Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh
dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas
Bumi.

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang
diberikan = Negara kepada  Pemerintah untuk
menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi.

Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi
pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang
berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk
memperkirakan letak dan potensi sumber daya
Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang
berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha
Eksplorasi dan Eksploitasi.

Eksplorasi adalah  kegiatan yang  bertujuan
memperoleh informasi mengenai kondisi geologi
untuk menemukan dan memperoleh perkiraan
cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja
yang ditentukan.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari
Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas
pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan
sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan
untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas
Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang
mendukungnya.

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang
berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau
Niaga.

11. Pengolahan . . .
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Pengolahan adalah kegiatan memurnikan,
memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan
mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau
Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan
lapangan.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak
Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari
Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan
Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa transmisi dan distribusi.

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan,
pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran
Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,
impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya,
termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah
seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas
kontinen Indonesia.

Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk
pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,
terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang
didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan
kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau
bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan
Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih
menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

20.Izin . ..
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Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan
Usaha untuk melaksanakan Pengolahan,
Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yvang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Dihapus.

Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk
untuk melakukan pengaturan dan pengawasan
terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha
Hilir.

Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan
tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

3)

Pasal 4

Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam
strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan
kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kegiatan Usaha
Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.

3. Ketentuan . . .
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3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan
berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

(2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
b.  Kegiatan Usaha Hilir.

(3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.  Eksplorasi; dan
b. Eksploitasi.

(4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Pengolahan;
b.  Pengangkutan;
¢c. Penyimpanan; dan

Niaga.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh
Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat.

(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melakukan kegiatan usaha:

a. Pengolahan;
b.  Pengangkuatan;
C. Penyimpanan; dan/atau
d. Niaga.
(3) Perizinan . . .
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Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan
sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.

Permohonan  Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan
menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara
elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 23A

Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa
penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda,
dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 25

Pemerintah  Pusat dapat memberikan sanksi
administratif terhadap:

a. pelanggaran salah satu persyaratan yang
tercantum dalam Perizinan Berusaha; dan/atau

b. ketidakterpenuhinya persyaratan yang
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau
Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau
Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 53

Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A
mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan
dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas,
dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi
Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling tinggi
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 41

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5585) diubah sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4 . ..
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Pasal 4

Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya dan berdasarkan prinsip
pemanfaatan.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 5

Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dilakukan terhadap:

a. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang
berada pada:

1. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan
Hutan produksi dan Kawasan Hutan
lindung;

2. Kawasan Hutan konservasi;
3. kawasan konservasi di perairan; dan

4. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
di seluruh Indonesia.

b. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
yang berada di seluruh wilayah Indonesia,
termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan
Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan
wilayah laut.

Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Daerah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada
pada:

a. lintas . . .
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a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu
provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan
Kawasan Hutan lindung; dan

b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada
pada:

a. wilayah kabupaten/kota, termasuk Kawasan
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;
dan

b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari
wilayah laut kewenangan provinsi.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan
Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
meliputi:

a.

b
c.
d

e

pembuatan kebijakan nasional,
pengaturan di bidang Panas Bumi;
Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi;

pembuatan norma, standar, pedoman, dan Kkriteria
untuk kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
pemanfaatan langsung;

pembinaan dan pengawasan;

pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi
Panas Bumi;

inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya
dan cadangan Panas Bumi;

pelaksanaan  Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau
pemanfaatan Panas Bumi; dan

i. pendorongan . . .
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1. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan, dan
kemampuan perekayasaan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Kewenangan  Pemerintah  Daerah  provinsi dalam
penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat meliputi:

a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah
provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung;

b. pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

c. pembinaan dan pengawasan;

pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi
Panas Bumi pada wilayah provinsi; dan

€. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya
dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, meliputi:

a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah
kabupaten/kota di bidang Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung;

b. pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

c. pembinaan dan pengawasan;

d. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi
Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota; dan

e. inventarisasi . . .
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inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya
dan cadangan Panas Bumi pada wilayah
kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 11

Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib
terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha terkait
Pemanfaatan Langsung.

Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang
berada pada:

a. lintas wilayah provinsi, termasuk Kawasan
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;

b. Kawasan Hutan konservasi;
c. kawasan konservasi di perairan; dan

d. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh
Indonesia.

Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu
provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan
Kawasan Hutan lindung; dan

b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(4) Perizinan . . .



SK No 050733 A

10.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-233 -

(4) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang
berada pada:

a. wilayah kabupaten/kota, termasuk Kawasan
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;
dan

b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari
wilayah laut kewenangan provinsi.

(5) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diberikan berdasarkan permohonan dari
Setiap Orang.

(6) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung
diberikan setelah Setiap Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mendapat persetujuan
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pelindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 12 dihapus.

Pasal 13 dihapus.

Pasal 14 dihapus.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur
dan kriteria pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
termasuk harga energi Panas Bumi, diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23

(1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
b wajib terlebih dahulu memenuhi Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi.

(2) Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha berdasarkan
hasil penawaran Wilayah Kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan,
pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib
memenuhi Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 dihapus.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

(1) Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pelaku usaha
di bidang Panas Bumi:

a. melakukan . ..
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a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu
ketentuan yang tercantum dalam Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sebelum  melaksanakan pencabutan  Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat terlebih
dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu
6 (enam) bulan kepada pelaku usaha di bidang Panas
Bumi untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 37

Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perizinan Berusaha
di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 huruf d jika:

a.

Pelaku usaha di bidang Panas Bumi memberikan
data, informasi, atau keterangan yang tidak benar
dalam permohonan; atau

Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi dinyatakan
batal berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 38

Dalam hal Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi
berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, pelaku usaha di bidang Panas Bumi wajib
memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2} Kewajiban . . .
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Kewajiban pelaku usaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan
dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat menetapkan persetujuan
pengakhiran Perizinan Berusaha di bidang Panas
Bumi setelah pelaku usaha di bidang Panas Bumi
melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di
Wilayah Kerjanya  serta  kewajiban lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 40

Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang
Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1)
atau ayat (2), Pasal 27 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 31
ayat (3), atau Pasal 32 ayat (2) dikenai sanksi
administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b.  penghentian sementara seluruh kegiatan;
C. denda administrasi; dan/atau

d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kkriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 42 . ..



SK No 050737 A

19.

(1)

(2)

(3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

Pasal 42

Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah
negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau
Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang
Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung
atau pemegang Perizinan Berusaha terkait panas
bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian
penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas
tanah negara atau pemegang hak atau Perizinan
Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Pusat melakukan Eksplorasi
untuk menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sebelum
melakukan Eksplorasi, Menteri melakukan
penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai
tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau
Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan
mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti
rugi yang layak, pengakuan, atau bentuk penggantian
lain kepada pemakai tanah di atau tanah negara atau
pemegang hak.

Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi
dilakukan oleh badan wusaha milik negara yang
mendapat penugasan khusus dari Pemerintah,
penyediaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 43

Pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan
Langsung atau Pemegang Perizinan Berusaha terkait
Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas
Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah
ulayat, dan/atau Kawasan Hutan harus:

a. memperlihatkan . . .
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a. memperlihatkan:

1. Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan
Langsung atau salinan yang sah; atau

2. Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi atau
salinan yang sah;

b. memberitahukan maksud dan tempat kegiatan
yang akan dilakukan; dan

C. melakukan penyelesaian atau  jaminan
penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah
di atas tanah negara dan/atau pemegang hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Jika  pemegang  Perizinan  Berusaha  terkait
Pemanfaatan Langsung atau pemegang Perizinan
Berusaha terkait Panas Bumi telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau
pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Perizinan
Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung atau
pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi
untuk melaksanakan pengusahaan Panas Bumi di
atas tanah yang bersangkutan.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai

21.

berikut:
Pasal 46

Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi
pengusahaan Panas Bumi yang telah memegang Perizinan
Berusaha terkait Panas Bumi dan telah menyelesaikan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 47

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung berhak melakukan
pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan Perizinan
Berusaha yang diberikan.

22. Ketentuan . . .



SK No 050739 A

22.

23.

24.

&)
&

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-239 -

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 48
Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib:

a. memahami dan menaati peraturan perundang-
undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
serta pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan memenuhi standar yang berlaku;

b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi
lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi
kewajiban berupa:

a. pajak daerah; dan

b. retribusi daerah.

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50

(1) Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak
memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf a atau huruf b atau
Pasal 49 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian . . .
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b. penghentian sementara seluruh kegiatan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung; dan/atau

c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 56

Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang
Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf g, huruf h,
huruf i, atau huruf j, Pasal 53 ayat (1), atau Pasal 54
ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara seluruh kegiatan
Eksplorasi,

c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau

d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kkriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 59 . ..
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Pasal 59

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 60 dihapus.

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 67

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau
lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 68

Setiap Orang yang memiliki Perizinan Berusaha terkait
Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) yang dengan sengaja melakukan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam Perizinan
Berusaha yang mengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau
lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling
banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

30. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 69

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang
mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 70

Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas
Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi,
Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada Wilayah
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
dipidana dengan denda paling banyak
Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71

Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung tanpa Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang
mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 72 . ..
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Pasal 72

Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas
Bumi yang dengan sengaja menggunakan Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi tidak sesuai dengan
peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 73

Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau
merintangi pengusahaan Panas Bumi terhadap pemegang
Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 74 dihapus.

Pasal 42

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5052) diubah sebagai
berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 12, angka 15, dan
angka 16 diubah, serta angka 11 dihapus sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang
menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga
listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

2. Tenaga . . .
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Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder
yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan
didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi
tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi,
elektronika, atau isyarat.

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan
tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi,
distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada
konsumen.

Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan
memproduksi tenaga listrik.

Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga
listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke
konsumen, atau  penyaluran tenaga  listrik
antarsistem.

Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga
listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan
ke konsumen.

Konsumen adalah setiap orang atau badan yang
membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik.

Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha
penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana
pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang
meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan
distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan adalah
perizinan untuk melakukan kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga
listrik.

Dihapus.

12. Wilayah . . .
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Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan
Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha
melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan
tenaga listrik.

Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut
bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang
terdapat di atas tanah tersebut.

Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada
pemegang hak atas tanah berikut bangunan,
tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas
tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan
secara tidak langsung untuk pembangunan
ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintah negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang membidangi urusan
ketenagalistrikan.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan,
baik yang berbadan hukum maupun yang bukan
berbadan hukum.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3. ..
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Pasal 3

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip
otonomi daerah sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan,
pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan
tenaga listrik.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 4

Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dilakukan oleh badan usaha milik
negara dan badan usaha milik daerah.

Badan usaha swasta, Kkoperasi, dan swadaya
masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha
penyediaan tenaga listrik.

Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:

a. kelompok masyarakat tidak mampu;

b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
di daerah yang belum berkembang;

c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil
dan perbatasan; dan

d. pembangunan listrik perdesaan.

(4) Ketentuan . . .
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

—

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
(1) Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang

ketenagalistrikan meliputi:

a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan
nasional,

b. penetapan peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagalistrikan;

C. penetapan standar, pedoman, dan kriteria di
bidang ketenagalistrikan;

d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga
listrik untuk konsumen;

e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan
nasional;

f. penetapan wilayah usaha;

g. penetapan Perizinan Berusaha terkait jual beli

tenaga listrik lintas negara;

h. penetapan Perizinan Berusaha penyediaan
tenaga listrik;

i penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen
dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum;

] penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik
dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang
Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum;

k. penetapan persetujuan penjualan kelebihan
tenaga listrik dari pemegang Perizinan
Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri;

l. penetapan . . .
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penetapan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
jasa penunjang tenaga listrik;

penetapan Perizinan Berusaha terkait usaha
jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan
oleh badan usaha milik negara atau penanam
modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh
penanam modal asing;

penetapan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan
informatika pada jaringan milik pemegang
Perizinan Berusaha terkait penyediaan tenaga
listrik atau Perizinan Berusaha terkait operasi
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

pembinaan dan pengawasan kepada badan
usaha di bidang ketenagalistrikan;

pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;

pembinaan jabatan fungsional inspektur
ketenagalistrikan  untuk  seluruh tingkat
pemerintahan; dan

penetapan sanksi administratif kepada badan
usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang
ketenagalistrikan meliputi:

a.

b.

penetapan peraturan daerah provinsi di bidang
ketenagalistrikan;

penetapan rencana umum Kketenagalistrikan
daerah provinsi;

pembinaan dan pengawasan kepada badan
usaha di bidang ketenagalistrikan yang
Perizinan  Berusahanya  ditetapkan  oleh
Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

pengangkatan  inspektur  ketenagalistrikan
untuk provinsi; dan

€. penetapan . . .
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e. penetapan sanksi administratif kepada badan
usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun
berdasarkan  kebijakan energi nasional dan
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mengikutsertakan Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana
umum  ketenagalistrikan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
meliputi jenis usaha:

a. pembangkitan tenaga listrik;

b. transmisi tenaga listrik;

c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
d. penjualan tenaga listrik.

(2) Usaha . ..
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Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara terintegrasi.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha
dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.

Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi,
dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha
pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di
luar Wilayah Usahanya.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik
dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1
(satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 11

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, badan usaha swasta,
koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di
bidang penyediaan tenaga listrik.

Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum.

Badan wusaha milik negara, badan usaha milik
daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya
masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib
mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

(4) Untuk . . .
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Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan
tenaga listrik, Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah provinsi sesuai kewenangannya memberi
kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan
usaha milik swasta, atau koperasi sebagai
penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik
terintegrasi.

Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah,
badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat
menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut,
Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik
negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah
Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan
usaha lainnya.

Instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah
Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, badan wusaha swasta, koperasi,
perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya
dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk Kkepentingan sendiri wajib mengutamakan
produk dan potensi dalam negeri.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16 . . .
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Pasal 16

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

a. konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik;

b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga

listrik;

c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga
listrik;

d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;

e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

f. penelitian dan pengembangan;

g.  pendidikan dan pelatihan;

h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat
tenaga listrik;

i.  sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga
listrik;

j-  sertifikasi kompetensi tenaga teknik
ketenagalistrikan,;

k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga
listrik; dan

1. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan
dengan penyediaan tenaga listrik.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan
usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi
yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi,

klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang
tenaga listrik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 18 . ..
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Pasal 18

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 diberikan kepada badan usaha untuk
kegiatan:

a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum;

b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri; dan

c. usaha jasa penunjang tenaga listrik.

(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk untuk
kegiatan jual beli tenaga listrik lintas negara.

(3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib
memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20 dihapus.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 21

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya menetapkan Perizinan
Berusaha.

(2) Pemerintah . . .
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(2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Perizinan
Berusaha.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22

Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga
listrik dengan Kkapasitas tertentu yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23

(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah
mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum
terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk
kegiatan penyediaan tenaga listrik.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24 . ..
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Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan sendiri diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

Penetapan Perizinan Berusaha industri penunjang tenaga
listrik untuk industri dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perindustrian.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
berhak untuk:

a. melintasi sungai atau danau, baik di atas
maupun di bawah permukaan;

b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah
permukaan;

¢c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;

d. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan
menggunakannya untuk sementara waktu;

e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di
bawah tanah,;

f.  melintas di atas atau di bawah bangunan yang
dibangun di atas atau di bawah tanah; dan

g. memotong . . .



SK No 050756 A

19.

20.

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

g ~memotong dan/atau menebang tanaman yang
menghalanginya.

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha untuk
kegiatan penyediaan tenaga listrik harus
melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib:

a.

b.

menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar
mutu dan keandalan yang berlaku;

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
konsumen dan masyarakat;

memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
dan

mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 29
Konsumen berhak untuk:
a. mendapat pelayanan yang baik;

b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus
dengan mutu dan keandalan yang baik;

¢. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya
dengan harga yang wajar;

d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila
ada gangguan tenaga listrik; dan

e. mendapat . . .
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e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman
yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian
pengoperasian oleh pemegang Perizinan
Berusaha untuk penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum sesuai syarat yang diatur
dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Konsumen wajib:

a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya
yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga
listrik;

b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik
konsumen;

c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan
peruntukannya,;

d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan

menaati  persyaratan teknis di bidang
ketenagalistrikan.

Konsumen bertanggung jawab apabila karena
kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang
Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 30

Penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan Berusaha
untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk
melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi
hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang
hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ganti. ..
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Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang
dipergunakan secara langsung oleh pemegang
Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas
tanah.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak
langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk
kegiatan penyediaan tenaga listrik yang
mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas
tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi
transmisi tenaga listrik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan
kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal tanah yang digunakan pelaku usaha untuk
kegiatan penyediaan tenaga listrik terdapat bagian
tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah
atau pemakai tanah negara, sebelum memulai
kegiatan, pemegang Perizinan Berusaha untuk
kegiatan penyediaan tenaga listrik wajib
menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Perizinan
Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik
terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan
berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan dengan
memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 32

Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak
atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Ganti . ..
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Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan
kepada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan
penyediaan tenaga listrik.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

24.

(1

(2)

Pasal 33

Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga
listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang
sehat.

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya memberikan persetujuan
atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan
tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

)

Pasal 34

Pemerintah Pusat menetapkan tarif tenaga listrik
untuk konsumen dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional,
daerah, konsumen, dan pemegang Perizinan
Berusaha penyediaan tenaga listrik.

Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara
berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

25. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35

Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik
untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37

Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh
pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan
Perizinan Berusaha.

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 44

(1) Setiap kegiatan wusaha ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mewujudkan kondisi:

a. andal dan aman bagi instalasi;

b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk
hidup lainnya dari bahaya; dan

c. ramah lingkungan.

(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemenuhan standardisasi peralatan  dan
pemanfaat tenaga listrik;

b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan

C. pengamanan . . .
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C. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib
memiliki sertifikat laik operasi.

Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib
memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.

Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan
wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan,
sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia,
dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 45
(1) Pemanfaatan jaringan tenaga  listrik  untuk
kepentingan  telekomunikasi, multimedia, dan

(4)

informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.

Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
dengan persetujuan pemilik jaringan.

Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan
jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46 . . .
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Pasal 46

Pemerintah  Pusat atau  Pemerintah  Daerah
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
penyediaan tenaga listrik dalam hal:

a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi
untuk pembangkit tenaga listrik;

b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan
informatika;

c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
pemenuhan persyaratan keteknikan,;

e. pemenuhan aspek pelindungan lingkungan
hidup;

f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa
dalam negeri;

penggunaan tenaga kerja asing;

o

h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan
penyediaan tenaga listrik;

i pemenuhan persyaratan perizinan;
j- penerapan tarif tenaga listrik; dan

k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh
usaha penunjang tenaga listrik.

Dalam  melakukan  pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat:

a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;

b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang
ketenagalistrikan,;

c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan
pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
dan

d. memberikan . . .
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d. memberikan sanksi administratif terhadap
pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.

Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dibantu oleh
inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 48

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3),
Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28,
Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35, Pasal 37,
Pasal 42, Pasal 44 ayat (4) atau ayat (5), atau Pasal
45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan sementara;
c. denda; dan/atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Setiap orang yang mendirikan bangunan atau
membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali
tanaman yang:

a. telah diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);

b. berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak
bebas minimum jaringan tenaga listrik; atau

c. berpotensi . . .
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c. berpotensi membahayakan keselamatan
dan/atau mengganggu keandalan penyediaan
tenaga listrik,

dikenai sanksi administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan kesehatan, keselamatan,
dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 yang mengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan kesehatan, keselamatan,
dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah).

Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik
untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).

32. Ketentuan . . .
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32. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

33.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 50

Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (1) yang mengakibatkan kematian seseorang
karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha
penyediaan tenaga listrik, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).

Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga
listrik wajib memberi ganti rugi kepada korban.

Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal,
vakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan
bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang
telah:

a.

diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (2) dan/atau kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);

masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum
jaringan tenaga listrik; dan/atau

c. membahayakan . . .
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membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu
keandalan penyediaan tenaga listrik,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Pasal 52 dihapus.

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 54

Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga
listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yang
mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat
dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak
yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laik operasi
menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik.

Paragraf 6

Ketenaganukliran

Pasal 43

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari
sektor Ketenaganukliran, beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676)

diubah:

1. Diantara . ..
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Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pemerintah Pusat berwenang memberikan Perizinan
Berusaha terkait ketenaganukliran.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 4

Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengawas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden yang bertugas melaksanakan
pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan
tenaga nuklir.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan
peraturan, perizinan, dan inspeksi.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
(2)

)

Pasal 9
Bahan Galian Nuklir dikuasai oleh negara.

Pemerintah Pusat menetapkan wilayah wusaha
pertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bahan Galian Nuklir
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A . ..
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Pasal 9A

Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha
yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan
Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha milik
negara yang bekerja sama dengan badan usaha milik
swasta.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

Pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang
menghasilkan mineral ikutan radioaktif.

Badan wusaha terkait pertambangan mineral dan
batubara yang menghasilkan mineral ikutan
radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam hal orang perseorangan ataupun badan usaha
menemukan mineral ikutan radioaktif, pelaku wajib
mengalihkan kepada Negara atau badan usaha milik
negara sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertambangan
Bahan Galian Nuklir dan mineral ikutan radioaktif
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 dihapus.

Penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam
penjelasan.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17 ...
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Pasal 17

Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat,
kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan
instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor
nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 dihapus.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 20

Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang
memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 25

Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan
lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.

Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

11. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(3)

Pasal 41

Setiap orang yang membangun, mengoperasikan,
dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang menimbulkan
kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15
(ima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2),
dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu)
tahun.

Paragraf 7

Perindustrian

Pasal 44

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
kemudahan persyaratan investasi dari sektor Perindustrian,
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15 ...
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Pasal 15

Pembangunan sumber daya Industri meliputi:

a.

b
c.
d

o

pembangunan sumber daya manusia;
pemanfaatan sumber daya alam;
pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;

pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan
inovasi;

penyediaan sumber pembiayaan; dan

penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong
bagi industri.

Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

)

Pasal 48A

Untuk menjaga kelangsungan proses produksi
dan/atau pengembangan industri, Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya memberikan kemudahan untuk
mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong
sesuai dengan rencana kebutuhan industri.

Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kemudahan dalam mengimpor bahan baku
dan/atau bahan penolong untuk industri sesuai
dengan rencana kebutuhan industri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan untuk
mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50 . ..
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Pasal 50
(1) Pemerintah Pusat melakukan perencanaan,
pembinaan, pengembangan, dan = pengawasan

Standardisasi Industri.

(2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud
SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.

(3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 53
(1) Setiap Orang dilarang:

a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian
pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak
memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara; atau

b. memproduksi, mengimpor, dan/atau
mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri
vang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan
secara wajib.

(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian
atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang
tertentu.

S. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara
wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
dilakukan melalui penilaian kesesuaian.

Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara
sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang
telah terakreditasi.

Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan
secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang
telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah
Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 59

Pemerintah Pusat mengawasi pelaksanaan seluruh
rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan
pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52.

Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.

Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 84 . ..
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Pasal 84
Industri Strategis dikuasai oleh negara.

Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas Industri yang:

a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi
kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat
hidup orang banyak;

b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah
sumber daya alam strategis; dan/atau

Cc. mempunyai kaitan dengan kepentingan
pertahanan serta keamanan negara.

Penguasaan  Industri  Strategis oleh  negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. pengaturan kepemilikan;

b. penetapan kebijakan;

c. pengaturan Perizinan Berusaha;

d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
€. pengawasan.

Pengaturan kepemilikan Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilakukan melalui:

a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah
Pusat;

b. pembentukan usaha patungan antara
Pemerintah Pusat dan swasta; atau

c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal
asing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit
meliputi:

a. penetapan jenis Industri Strategis;
b. pemberian fasilitas; dan

c. pemberian . . .
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c. pemberian kompensasi kerugian.

Perizinan Berusaha terkait Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Pengaturan  produksi, distribusi, dan  harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah
produksi, distribusi, dan harga produk.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai
objek vital nasional dan pengawasan distribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

3)

Pasal 101

Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Industri kecil;
b. Industri menengah; dan
c. Industri besar.

Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai
dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan

b. menjamin keamanan dan keselamatan alat,
proses, hasil produksi, penyimpanan, serta
pengangkutan.

Pasal 102 dihapus.

10. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 104

Setiap Perusahaan Industri yang memenuhi Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3)
dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 105

(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi
standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(3) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan
perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 105A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 105A

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan
Industri yang berada di kawasan ekonomi khusus
dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang kawasan ekonomi khusus yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 106 . ..
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Pasal 106

Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri
wajib berlokasi di Kawasan Industri.

Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan
Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota

yang:
a. belum memiliki Kawasan Industri;

b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh
kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya
telah habis; atau

c. terdapat Kawasan Ekonomi Khusus yang
memiliki zona industri.

Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di
Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) juga berlaku bagi:

a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak
berpotensi menimbulkan pencemaran
lingkungan hidup yang berdampak luas; atau

b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus
dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi
khusus.

Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan
Industri.

Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 108 . ..
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Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 104, Pasal
105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara
pengenaan sanksi administratif dan besaran denda
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 115
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

Industri.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta
masyarakat dalam pembangunan Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 117

(1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan
kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2) Pengawasan . . .
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Pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui
pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di
bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri.

Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di
bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit meliputi:

a. sumber daya manusia Industri;
b pemanfaatan sumber daya alam;
C. manajemen energi;

d. manajemen air;

SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata

o

cara;

f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;

g. standar Industri Hijau;

h. standar Kawasan Industri;

i.  Perizinan Berusaha untuk kegiatan wusaha
Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Industri; dan

j- keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil

produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan
usaha Kawasan Industri diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 8 . . .
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Paragraf 8

Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan
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Penilaian Kesesuaian

Pasal 45

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari
sektor perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan
standardisasi dan penilaian kesesuaian, Undang-Undang ini
mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512);

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193); dan

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5604).

Pasal 46

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6. ..
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Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau
melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang
yang diperdagangkan di dalam negeri.

Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau
kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 14

Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang
pengembangan, penataan, dan pembinaan yang
setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat
perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk
menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja
sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer
dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pengembangan, penataan, dan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang,
zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi
pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

(3) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha,

tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 15

Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf d merupakan salah satu sarana
Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi
Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke
luar negeri.

Setiap pemilik gudang wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Setiap pemilik gudang yang tidak memiliki Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai sanksi administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 17

Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang
melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan
untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan
pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah
Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang
masuk dan yang keluar dari Gudang.

Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang
tidak menyelenggarakan pencatatan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif.

(3) Ketentuan . . .
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan
administratif Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat.

(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pengecualian
terhadap kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan
pemenuhan  Perizinan  Berusaha  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30

(1) Pemerintah Pusat dapat meminta data dan/atau
informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan
Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

(2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data
dan/atau informasi mengenai persediaan Barang
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33 ...
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Pasal 33

Produsen atau Importir yang tidak memenuhi
ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib
menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan
menarik Barang dari:

distributor;
agen;
grosir;

pengecer; dan/atau

° oo o p

konsumen.

Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan
penarikan  dari  Distribusi terhadap  Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.

Produsen atau Importir yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 37

Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan
penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan
sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi
Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2).

Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan
penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38 . ..
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Pasal 38

Pemerintah Pusat mengatur kegiatan Perdagangan
Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di
bidang Ekspor dan Impor.

Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk:

a. peningkatan daya saing produk Ekspor
Indonesia;

b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar
negeri;

c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir
sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; dan

d. peningkatan dan pengembangan produk invensi
dan inovasi nasional yang diekspor ke luar
negeri.

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit
meliputi:

a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah
produk ekspor;

b. pengharmonisasian Standar dan prosedur
kegiatan Perdagangan dengan negara mitra
dagang;

c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan
Luar Negeri;

d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang
Perdagangan Luar Negeri; dan

e. pelindungan dan pengamanan kepentingan
nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar
Negeri.

Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:
a.  Perizinan Berusaha/persetujuan;
b. standar; dan

c. pelarangan dan pembatasan.

11. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 42

Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang
telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 43

Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
Barang yang diekspor.

Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap
Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 45

Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir
yang memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan
usaha, importir tidak memerlukan Perizinan
Berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46 . . .
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Pasal 46
Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
Barang yang diimpor.

Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang
yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 47

Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam
keadaan baru.

Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat
menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan
tidak baru.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang
yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 49 dihapus.

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

()

3)

Pasal 51

Eksportir dilarang mengekspor Barang yang
ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk
diekspor.

Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan
sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria barang yang
dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan . . .
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18. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

19.

20.

(1)

)

(3)

(4)

Pasal 52

Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak
sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk
diekspor.

Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak
sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk
diimpor.

Setiap Eksportir dan/atau Importir yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Ketentuan mengenai kriteria barang yang dibatasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 53

Eksportir yang dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)
terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Importir yang  dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)
terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali,
dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh
Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus
memenuhi:

a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau

b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan
secara wajib.

Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di
dalam negeri vang tidak memenuhi SNI yang telah
diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis
yang telah diberlakukan secara wajib.

Pemberlakuan SNI atau  persyaratan  teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Pemberlakuan SNI  atau  persyaratan  teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan mempertimbangkan aspek:

a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
lingkungan hidup;

b. daya saing produsen nasional dan persaingan
usaha yang sehat;

c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
dan/atau

d. kesiapan infrastruktur lembaga  penilaian
kesesuaian.

Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan
teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian
atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh
Pemerintah Pusat.

Barang yang diperdagangkan dan belum
diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda
SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah
dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan
tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.

(7) Pelaku . . .
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Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang
telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis
secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI,
tanda kesesuaian atau tidak melengkapi sertifikat
kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikenai sanksi administratif.

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(4)

Pasal 60

Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di
dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan
teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan
secara wajib.

Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
lingkungan hidup;

b. daya saing produsen nasional dan persaingan
usaha yang sehat;

c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;

kesiapan infrastruktur lembaga  penilaian
kesesuaian; dan/atau

e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan
kearifan lokal.

Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis,
atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat
kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat.

(5)Jasa . ..
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Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI,
persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum
diberlakukan secara wajib dapat menggunakan
sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang
telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi
sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 61

Tanda SNI, tanda Kkesesuaian, atau sertifikat
kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian
kesesuaian yang terakreditasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang
terakreditasi, Pemerintah Pusat dapat menunjuk
lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan
dan dalam jangka waktu tertentu.

Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di
lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 63 . ..
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Pasal 63

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak
dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi
administratif.

24. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 65

(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang
dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektronik wajib menyediakan data dan/atau
informasi secara lengkap dan benar.

(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai
produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;

b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;

persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang
ditawarkan;

d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau
Jasa; dan
e. cara penyerahan Barang.

(5) Dalam. ..

SK No 050792 A
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Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi
dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan
usaha yang sedang bersengketa dapat menyelesaikan
sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui
mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang
dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau
informasi secara lengkap dan benar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

“)

)

Pasal 74

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap
Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor
untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa
produksi dalam negeri.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi
peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan
promosi dan pemasaran untuk pengembangan
Ekspor.

Pemerintah Pusat dapat mengusulkan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif
fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan
daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi
dalam negeri.

Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja
sama dengan pihak lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan . . .
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26. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

27.

Pasal 77

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan
pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan
pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta
dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar
negeri wajib memperoleh persetujuan dari Pemerintah
Pusat.

Setiap Pelaku Usaha vyang menyelenggarakan
pameran dagang dan peserta pameran dagang yang
tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 77A

Pengenaan  Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 15 ayat (3),
Pasal 17 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 33 ayat (3),
Pasal 37 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (2),
Pasal 52 ayat (3), Pasal 57 ayat (7), Pasal 60 ayat (6),
Pasal 63, Pasal 65 ayat (6), atau Pasal 77 ayat (3)
dapat berupa:

a.  teguran tertulis;

b.  penarikan Barang dari distribusi;

c. penghentian sementara kegiatan usaha,;
penutupan Gudang;

e. denda; dan/atau

f. pencabutan . . .
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f. pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelenggaraan, kemudahan dan keikutsertaan dalam
Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan
Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 98

(1) Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah
mempunyai wewenang melakukan pengawasan
terhadap kegiatan Perdagangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 99

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) mempunyai
wewenang melakukan:

a. pelarangan . . .
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pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu
dan/atau perintah untuk menarik Barang dari
Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang
diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
Perdagangan; dan/atau

pencabutan Perizinan Berusaha.

31. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 100

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pemerintah Pusat
menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.

Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam
melaksanakan pengawasan harus membawa surat
tugas yang sah dan resmi.

Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan kewenangannya paling
sedikit melakukan pengawasan terhadap:

a. Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan;

b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang,
dan/atau diatur;

c.  Distribusi Barang dan/atau Jasa;

pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan
asal Impor yang terkait dengan keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib;

f.  Perizinan Berusaha terkait gudang; dan

g  penyimpanan Barang kebutuhan pokok
dan/atau Barang penting.

(4) Petugas . . .
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(4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran
kegiatan di bidang Perdagangan dapat:

a. merekomendasikan penarikan Barang dari
Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;

b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha
Perdagangan; atau

c. merekomendasikan pencabutan Perizinan
Berusaha di bidang Perdagangan.

(5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan
terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas
pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk
ditindaklanjuti.

(6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat
berkoordinasi dengan instansi terkait.

Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 102
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan
kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang
yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 104

(1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau
tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada
Barang yang diperdagangkan di dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.

Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah
atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77A ayat (1).

Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 106

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di
bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.

Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah
atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77A ayat (1).

Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 109 ...



SK No 050799 A

36.

&

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

Pasal 109

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang
terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan,
dan/atau lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan
terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau
lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 116

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran
dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau
produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang
tidak mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 47

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3193) diubah:

1.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

Pemerintah Pusat mengatur tentang:

a. pengujian . . .
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a. pengujian dan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang
dan perlengkapannya,;

b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan
tera ulang; dan

c. tempat dan daerah dilaksanakan tera dan tera ulang
alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk
jenis tertentu.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) Setiap Pelaku Usaha yang membuat dan/atau
memperbaiki alat ukur, takar, timbang, dan
perlengkapannya wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor alat
ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ke dalam
wilayah Republik Indonesia harus memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai barang dalam keadaan
terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
Pasal 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48 . ..



